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TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Menimbang

. Mengingat

KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

et
.

BUPATI PACITAN,

bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan
dana Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
dan  Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pacitan, perlu adanva petunjuk
pelaksanaan kegiatan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah
bagi Korban Bencana pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188])
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5883);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2016 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6322},

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum
Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2016 tentang Indikator
dan Pedoman  Verifikasi Rumah Tangga  Miskin
Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN
BENCANA PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

AR

Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
Bupati adalah Bupati Pacitan.

Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pacitan.

BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang
dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah pembenan
bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada masyarakat
berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan
dalam peningkatan kualitas rumah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(1)

(2)

(3)

Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Korban Bencana adalah pemberian
bantuan berupa uang dart Pemerintah Daerah kepada masyvarakat yang
rumahnya rusak karena bencana guna mendorong dan meningkatkan
keswadayaan dalam merehabilitasi rumahnya.

Rumah adalah bangunan gedung vang berfungsi sebagai tempat tinggal yang
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya
masyarakat.

Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas
bangunan.

Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak
dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan,
dan kesehatan sesuai standar minimal.

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya adalah kegiatan memperbaiki rumah
tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan
upaya masyvarakat baik secara perseorangan atau kelompok.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah
untuk memperoleh rumah.

Calon Penerima Bantuan adalah masyarakat calon penerima Bantuan Sosial
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban
Bencana Kabupaten Pacitan yang memenuhi persyaratan.

Kelompok Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat vang para
anggotanya merupakan Penerima Bantuan.

Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat DRPB
adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan
dan pembayaran upah kerja.

Tenaga Fasilitator Lapangan adalah tenaga: profesional pemberdayvaan lokal
yvang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan.

Upah Kerja adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam hentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja
/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan penggunaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni dan  Rehabilitasi Rumah bagi Korban  Bencana
pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pacitan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Format lampiran kelengkapan berkas dokumentasi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya merupakan contoh yang
dalam pelaksanaanya dapat diubah dan disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 6 - 2021

PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

. Diundangkan di Pacitan
Padatanggal 7 - 6 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

-

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 43



